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ABSTRAK

Masa jabatan presiden dalam pasal 7 UUD 1945 menegaskan
bahwasannya seorang presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali sebagai
presiden dan wakil presiden pada pemilihan berikutnya selama satu kali masa
periode, dan satu masa periode dijabat selama 5 tahun. Masa jabatan presiden dua
kali periode ini masih menimbulkan ketidaakadilan dan kerugian bagi rakyat, juga
akan membuat seorang presiden berfikir bagaimana caranya mempertahankan
kekuasaannya, hal ini dapat kita perhatikan secara jelas akan terjadi tumpang
tindih antara tugas kepresidenan dan kampanye untuk pemilihan berikutnya. Dan
juga masa jabatan presiden dua periode cenderung mengarah pada
penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenangnya sebagai presiden, seperti yang
terjadi pada kunjungan Jokowi pada pebisnis lokal di suatu daerah dan melakukan
transaksi disana, permalasahannya adalah uvang transaksi yang digunakan berasal
dari anggaran tim kampanyenya padahal kunjungannya menggunakan fasilitas
negara dan berstatus sebagai presiden indonesia. Lalu bagaimana bila hal tersebut
dipandang melalui kacamata siyasah syariyyah?, dan apa implikasi dari
pandangan tersebut?.

Penelitian ini menggunakan teori siyasah syariyyah yang mempunyai
prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan, dimana dalam menentukan
hukumnya bisa kita ambil melalui maslahah mursalah atau saddu dzari"ah
Penelitian ini ~merupakan penelitian kepustakaan (libary research), serta
menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif.

Kampanye terselubung yang dilaksanakan pada periode pertama untuk
pemilihan periode berikutnya yang kedua tentu saja merugikan dan tidak adil bagi
siapa saja yang akan menjadi lawannya pada pemilihan berikutnya, dan juga
presiden bisa saja menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Maka
masa jabatan presiden dua periode yang mengarah pada penyalahgunaan
kekuasaan serta penyalahgunaan fasilitas negara, dan juga menimbulkan
terjadinya tumpang tindih antara tugas kepresidenan dan kampanye. Tentu saja hal
ini tidak "sejalan dengan konsep siyasah syariyyah, dimana konsep siyasah
syariyyah menganut prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan. Implikasi dari
pandangan siyasah syariyyah ini adalah perubahan atau amandemen terhadap
pasal 7 UUD 1945, amandemen ini bertujuan untuk menutup jalan kemudaratan
dari pada mengambil kemaslahatannya, karena dalam konsep siyasah syariyyah
menutup jalan kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan,
masa jabtaan presiden dua periode lebih baik diubah menjadi satu periode tetapi
memiliki jangka waktu yang berbeda, yaitu antara 6-7 tahun periode.

Kata kunci: Masa Jabatan presiden,Pasal 7 UUD 1945, dan siyasah syariyyah
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MOTTO

Mundur bukan berarti kalah

“lebih baik terlambat daripada tidak wisuda”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
. Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba“ b be
d Ta™ t te
< Sa” S es (dengan titik di atas)
d Jim j je
C Ha* h ha (dengan titik di bawah)
d Kha* kh ka dan ha
3 Dal d de
J Zal 7 zet (dengan titik di atas)
o Ra*™ r er
ua Zai 7 zet
o Sin s es
o Syin sy es dan ye
ol Sad es (dengan titik di bawah)
s

viil
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ol Dad
kb Ta"
B 7a“
' »»Aln
¢ Gain
< Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
3 Mim
Nun
3 Wawu
= Ha“
s Hamzah
Y2’

de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge

ef

qi

ka

el

em

en

w

ha

apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

@iecs

4

Ditulis

Ditulis

Muta,, addidah

., iddah

C. Ta’ marbitah

Semua ta " marbutah ditulis dengan #, baik berada pada akhir kata

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
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sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.

c e ditulis Hikmah
< ditulis L illah
£108Y) gl ditulis karamah al-
auliya"
Vokal Pendek dan Penerapannya
------- Fathah ditulis A
------- Kasrah ditulis i
_______ Dammah ditulis u
N Fathah ditulis fa,ala
5.3 Kasrah ditulis Zukira
8o Dammah ditulis yazhabu
Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis A
< Jc ditulis Jjahiliyyah
2, fathah + ya" ditulis a
mati ditulis tansa
" ogs ditulis i
3. Kasrah + ya“ ditulis karim
mati ditulis 7]
-l ditulis Sfurid
X
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4. Dammah +
wawu mati

OB 9 sl

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya“ ditulis Ai
mati ditulis bainakum
o ditulis au
2. fathah + wawu ditulis qaul
mati
Jded

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
acwd) ditulis a‘antum
g ditulis u,jddat
s d ditulis la""in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”

s

(18 ditulis al-Qur'an

2
-

old@d ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

X1
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&) Udy

ditulis

ditulis

as-Sama

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

w9 s 50

Caisd pol

ditulis

ditulis

Zawi al-furid

ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak akan bisa lepas dari berbagai aturan-aturan yang ada di
dalamnya, dan hal itu di gunakan agar negara tersebut mempunyai sistem
pemerintahan yang baik (good government). Oleh sebab itu maka dibutuhkan

hukum dasar yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi di dalam negara.

Pada dasarnya konstitusi adalah sumber dari Hukum Tata Negara, dengan
sumber tersebut Hukum Tata Negara menjadi basisrech bila dibandingkan dengan
hukum yang lain, Negara konstitusional modern memiliki karakteristik dengan

adanya konstitusi tertulis yang memiliki nilai tertinggi.'

Dalam Bahasa Belanda konstitusi menggunakan kata grondwet yang
artinya adalah suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum, dan di

Indonesia menggunakan kata undang-undang dasar seperti istilah grondwet.’

Jemes Bryce mengatakan bahwa. konstitusi bisa.dimaknai sebagai sebuah
kumpulan peraturan yang memuat tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka

yang diperintah (rakyat) dan relasi antara keduanya. Menurut Hans Kalsen

'Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta, Cerdas Pustaka , 2008). hal 99

* Wirjono Prodjodikono, Azaz-Azaz Hukum Tata Negara, (Jakarta Timur, Dian Rakyat
1983) hal 10
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Konstitusi negara disebut sebagai hukum fundamental negara, secara yuridis dapat
diartikan sebagai norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-
undang, disamping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ

legfislatif, ekskutif dan yudikatif.’

Menurut ECS Wage dalam bukunya constitutional law mengatakan bahwa
konstitusi adalah naskah yang memaparkankerangka, tugas pokok dan cara kerja

badan-badan pemerintah dalam ketatanegaraan.

Konsitusi adalah perwujudan dari supremasi hukum dalam sebuah negara,
bukan hanya ditaati oleh rakyat tapi juga oleh penguasa dan pemerintahan. A.
Hamid S Attamimi mengatakan bahwa konstitusi sangatlah penting sebagai

pembatas segaligus sebagai aturan negara untuk harus dijalankan.

Negara hukum ditandai dengan adanya cabang-cabang kekuasan Negara
yang memiliki kekuasaan dan wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan
kekuasaan Negara. Salah satu pendapat yang paling rasional mengenai
pembatasan kekuasaan Negara yang didasarkan pada pemikiran akan adanya hak-
hak dasar warga masyarakat dalam" ‘Negara. “Gagasan ini ‘berkembang dan
menimbulkan keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak dasar itu secara efektif
dan efisien yang diwujudkan melalui adanya pembagian kekuasaan fungsi

penyelenggaraan Negara kedalam lembaga-lembaga Negara. Ide yang paling luas

* Sumali, Reduksi Kekuasaan Ekskutif,( Malang, UMM Press, 2003). Hal 19

* Dahlan Thalib, teori hukum konstitusi ,( Jakarta, PT grafindo perseda, 1999). Hal 8
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adalah teori montesquie mengenai pembagian kekuasaan Negara ke dalam organ

legislatif, eksekutif, dan yudikatif®

Suatu negara tidak akan dapat berdiri tanpa adanya pemimpin yang dapat
melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang muncul dari
negara itu sendiri maupun masalah yang muncul dari luar. Menganggkat seorang
pemimpin yang akan memimpin, menegelola dan mengurus semua permasalahan

negara sangat mendesak untuk dilaksakan®.

Gagasan pemerintahan konstitusional di Indonesia sendiri dapat di telusuri
dari konstitusi atau undang-undang dasar yang di gunakan, sebagaimana Negara-
negara yang memiliki dasar demokrasi konstitusianal. Undang-undang dasar 1945
sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan Negara yang disusun agar
dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya bukan berdasarkan kekuasan belaka. Dan juga sebagai ukuran hidup
berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar
yang di gariskan oleh founding fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi

penerus bangsa’ dalam memimpin Negara Indonesia.

Presiden dalam undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen memiliki

kekuasaan yang sangat besar. Karena undang-undang dasar 1945 di pakai sebagai

> Bivitri Susanti, DKk, semua harus terwakili (studi mengenai reposisi MPR,DPR dan
Lembaga Kepresidenan di Indonesia), (Jakarta; penerbit PSHK, 2000), Hal.1

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, figh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam
(PT. Gelora Aksara Pratama Erlangga:2008), h.96

7 Ibid, hal 17
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alat untuk melegitimasi dan alasan pembenar atas tindakan penguasa karena
hukum saat itu di dominasi oleh kekuasaan yang sentralisasi yakni kekuasaan di
tangan presiden. Sehingga menimbulkan gagasan bahsannya pada saat itu
lembaga legislatif hanya sebagai “tukang Stempel” yang selalu menyetujui

rencana dan tindakan eksekutif®,

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan
yudikatif maka tidak aka nada pengambilan wewenang, tugas dan fungsi masing-
masing lembaga pemerintah, karena ketiga lembaga tersebut adalah alat Negara
yang berkoordinasi untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga menjadi Negara

yang mempunyai good government.

Indonesia ingin menjadi Negara yang mempunyai pemerintahan yang
baik, maka di butuhkan amandemen dalam undang-undang dasar 1945 ada
beberapa pasal yang di amandemen diantaranya adalah pasal 7 dikarnakan
kekuatan presiden yang begitu besar, dalam pasal 7 undang-undang dasar 1945
sebelum amandemen memberikan kekuasaan dalam memilih seorang presiden dan
pasal 7 undang-undang dasar 1945 terlalu fleksibel 'dan menimbulkan tafsiran
yang beragam: Dari penafsirannya, presiden dapat dipilih kembali dalam waktu
yang berdekatan sehingga menimbulkan kekuasaan yang continuitas dan bersifat

otoriter.

¥ Ni“matul huda, politik ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan
UUD 1945), yogyakarta, FH UII Press, 2003, hal 19
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Adanya amandemen pasal 7 undang-undang dasar 1945 menjelaskan
bahwa masa jabatan presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan
masa jabatan presiden ini setelah di amandemenkan dapat menghindari kekuasaan
yang continuitas dan bersifat otoriter. Dan pembatasan ini agar member dampak
cheks and balance dalam setiap lembaga pemerintahan anatara legistatif, eksekutif

dan yudikatif.

Namun masa jabatan presiden yang bisa menjabat dalam dua kali masa
periode masih menimbulkan polemik, salah satunya adalah ketidakstabilan kinerja
presiden dalam menangani permasalahan Negara, karena pada periode pertama
presiden di tunutut untuk bekerja keras agar dipilih kembali pada masa jabatan
periode kedua, sedangkan pada saat terpilih untuk periode kedua presiden
cenderung memiliki kinerja yang buruk karena sudah tidak memiliki harapan dan
tuntutan seperti waktu periode pertama, dan juga banyak persoalan yang di
timbulkan ketika terjadi perebutan kekuasan berikutnya seperti kelelahan mental
yang terjadi akhir-akhir ini dikarnakan banyaknya konflik dan ujaran kebencian

yang bisa-menjadi pemicu terbelahnya kesepahaman masyarakat.

Tata'Negara: di dalam islam disebut dengan istilah siyasah yaitu segala
perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih
jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullullah tidak menetapkan dan bahkan Allah

SWT tidak menentukan’. Dalam siyasah sendiri kita juga mengenal siyasah

® Djazuli, Figh Siyasah(implimentasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah),
(Jakarta: kencana prenada media group,2009), hal 27
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syar “"fyah dimana merupakan hasil keputusan politik oleh pemegang kekuasaan
yang bersifat praktis dan aplikatif dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi

rakyatnya'’

Latar belakang yang sudah dipaparkan diatas tentang masa jabatan
presiden. Hal itulah yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini dan

selanjutnya di tinjau dari siyasah syar “iyah.

Untuk itu penulis mengambil judul “ Masa Jabatan Presiden Pasal 7 UUD

1945 Perspektif Siyasah Syar*“iyyah”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dapat di ambil

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan siyasah syar “iwah terhadap pasal 7 undang-undang
dasar 1945 tentang masa jabatan presiden?
2. Apa implikasi dari- pandangan siyasah- syar “iyah terhadap pasal 7 undang-
undang dasar 1945 tentang masa jabatan presiden?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mediskripsikan semuam asalah-masalah di

atas seseaui proposal. Tetapi juga untuk memahami dalam konteks keadilan

' Muhammad Igbal, figh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: prenada
media grup,2014) hal. 9
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menurut hukum tata Negara islam. Oleh karena itu hasil yang dicapai dari

penelitian ini bukan deskripsi bersifat naratif tetapi juga sebuah analisis.
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pandangan siyasah syar “iyah terhadap masa jabatan
presiden dalam pasal 7 UUD 1945, serta apa implikasinya. Dan secara teoritis
penelitian ini akan menambah refrensi terkait masa jabatan presiden pasal 7 UUD
1945 perspektif siyasah syar“iyah, juga akan memberikan gambaran baru bagi

peneliti lain tentang masa jabatan presiden.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa
buku, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi setelah melakukan
penelusuran di berbagai sektor penyusun belum menemukan adanya penilitian

tentang masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945 perspektif siyasah syaryyah.

Beberapa kajian  yang mungkin memiliki kaitan dengan pembahasan
skripsi yang penulis ajukan, seperti buku Ni*matul Huda tahun 2003 yang
berjudul “politik ketatanegaraan Indonesia (kajian terhadap dinamika perubahan
UUD 1945)”, buku ini menguraikan tentang perubahan dalam undang-undang
dasar 1945 akan tetapi dalam pembahasannya tentang pasal 7 hanya sekilas saja

dan juga tidak ditinjau melalui siyasah syar‘iyyah.''

"'Ni‘matul Huda, politik ketatanegaraan Inonesia kajian terhadap dinamika perubahan
UUD 1945, (Jakarta: FH UII Press, 2003).
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Penelitian karya Haris Mustofa tahun 2007 yang berjudul “Pemberhentian
Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan™ di terbitkan oleh
Universitas Airlangga, membahas tentang rumusan pemberhentian presiden dan
wakil presiden dalam masa jabatan pasca amandemen UUD 1945, skripsi ini
berbeda dengan apa yang akan penulis teliti."?

Penelitian karya Irawan Amin Nugroho tahun 2009 di keluarkan oleh

(13

Universitas Negri Surakarta dengan judul Analisis  Yuridis prosedur
pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-
undang dasar negara Republik Indonesia tahun 19457 hanya membahas
bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden di kala sedang
menjabat, penelitian ini tidak secara rinci mengungkapkan tentang masa jabatan
presiden di pandang dari sudut siyasah syar‘iwah, sehingga penelitian ini tidak
memiliki kesamaan dengan apa yang akan penulis teliti. >

Jurnal karya Sutan Sorik yang berjudul “Uji Materi Masa Jabatan Presiden
Dan Wakil Presiden; Kemunduran Demokrasi Indonesia ?” terbit tahun 2018 oleh
LIPI, mengulas tentang bagaimana masa jabatan presiden pasal 7 UUD 1945

menghadapi problematika di negara indonesia, masih relevankah atau tidak

terhadap kondisi rakyat indonesia, akan tetapi penulis tidak menemukan kesamaan

2 Haris Mustofa, “Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa
Jjabatan”, skripsi yang di terbitkan oleh Universitas Airlangga, (2007).

" Irawan Amin Nugroho, “ Analisis Yuridis prosedur pemberhentian presiden atau wakil

presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun
1945, skripsi yang di terbitkan oleh fakultas hukum Universitas Negri Surakarta, (2009).
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dengan apa yang penulis teliti, mungkin hanya ada dalam aspek pembahasan pasal
7 undang-undang dasar 1945.'

Penelitian karya lis Qomariyah dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul
“masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten bantul
ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa” juga menyinggung
masa jabatan sebuah instansi, namun skripsi ini tidak menyinggung pasal 7 UUD
1945, hanya membahas bagaimana masa jabatan kepala desa di atur oleh undang-
undang Negara."

Penelitian Arina Fitria yang berjudul “sistem pemilihan presiden 2014
dalam prespektif ketatanegaraan hukum islam” membahas tentang bagaimana
proses pemilihan presiden apabila dipandang dari katatanegaraan islam. Skripsi
ini hanya membahas prosesnya bukan masa jabatan presiden.

Penelitian karya Tri Isniarti Putri yang diterbitkan oleh UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2014 berjudul “Literasi Politik Jelang Pemilihan

Presiden (PILPRES) 2014 di Media Sosial Kompasiana” membahas tentang

" Soik sarih, “Uji Materi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: kemunduran
Demokrasi Indonesia? ”, Jurnal LIPI, (12 Juli 2008).

" Tis Qomariyah, “masa jabatan kepala desa bangunharjo kecamatan sewon kabupaten
bantul ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa”, skripsi yang diterbitkan
oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga (2014)

' Arina Fitria, “sistem pemilihan presiden 2014 dalam prespektif ketatanegaraan hukum
islam”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga,
(2014)
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literasi dalam media berita online kompasiana, namun sedikit membahas tentang
jabatan pressiden.'’

(13

Jurnal karya A. Rosyid Al Atok yang berjudul penguatan dan
pembatasan kekuasaan presiden dalam perubahan UUD 1945” membahas tentang
penegasan kedudukan presiden dalam masa jabatan serta membahas tentang
berbagai macam kekuasaan presiden dalam lingkup negara, namun jurnal ini
hanaya memiliki sedikit pembahasan mengenai pasal 7 undang-unndang dasar
1945, '

Penelitian karya Zaki Ulya tahun 2015 Universita Samudra Aceh yang
bejudul “kajian yuridis mekanisme pengisian jabatan presiden pasca amandemen
undang-undang dasar 1945” menjelaskan kedudukan maupun kekuasaan antara
presiden dan wakil presiden, skripsi ini sedikit mengulas tentang pasal 7 UUD
1945 namun tidak menjelaskan bagaimana fungsi masa jabatan seorang presiden
secara jelas.'”

Penelitian karya A. Faris Ramdhani yang berjudul “ pembatasan masa
jabatan presiden UUD 1945 sesudah amandemen ke 1: kajian hukum tata negara

islam” tahun 2010 dari TAIN Sunan Ampel, mengangkat tentang alasan terjadinya

pembatasan masa jabatan prsiden pasca amandemen. Skripsi ini memiliki

" Tri Isniarti Putri, “Literasi Politik Jelang Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014 di
Media Sosial Kompasiana”, skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Dakwah Dan Komunikasai UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) .

" A. Rosyid Al Atok, “ penguatan dan pembatasan kekuasaan presiden dalam
perubahan UUD 1945”, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Februari No 1,
(2011).

"% zaki Ulya, “kajian yuridis mekanisme pengisian jabatan presiden pasca amandemen
undang-undang dasar 1945, diterbitkan oleh Universitas Samudra Aceh, (2015).

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



11

kemiripan dengan apa yang akan penulis angkat, yaitu sama-sama membahas
tentang pasal 7 UUD 1945, namun memilki sudut pandang yang berbeda sehingga

akan menghasilkan tujuan yang berbeda pula.”’

E. KerangkaTeoritik

Islam mengenal tiga kategori hukum yang berlaku yaitu hukum syariat,
hukum fiqih dan siyasah syar “iyah.

Siyasah syar‘iyyah merupakan salah satu cara islam dalam menentukan
hukum sehingga akan memberikan konstribusi berharga bagi pembuatan undang-
undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah.
Siyasah syar “iyyah merupakan hasil keputusan politik pemegang kekuasaan yang
bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi
rakyatnya.”'

Ahmad Fathi Fahatsi mengungkapkan bahwasannya Siyasah merupakan
pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara,”” sedangkan Ibn
Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-qyyim mendefinisikan: Siyasah adalah segala

perbuatan. yang-membawa manusia lebih dekat kepada maslahatan lebih dari dari

2 A. Faris Ramdhani, “pembatasan masa jabatan presiden UUD 1945 sesudah
amandemen ke 1: kajian hukum tata negara islam”, diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel, (2010).

*! Muhammad Igbal, figh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, (Jakarta: prenada
media grup,2014) hal. 9

** Djazuli, H.A, “Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah” (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26
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kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT.
Tidak menentukan.?

Kebijakan dan peraturan undang-undang negara yang telah di tetapkan
oleh penguasa wajib kita patuhi dan ikuti jika sesuai dengan kemaslahatan dan

syariat, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. An-Nisa“ ayat 59 **:

i @) s Jlasid 'kl s & 18 b 1qud T i le I

Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama dalam siyasah syar“iyah
dalam membentuk hukum yang mengatur kepentingan suatu negara, serta
menyelesaikan permasalahatan rakyat sesuai dengan jiwa atau spirit syariat dan
dasar-dasar universal, agar tercipta tujuan-tujuan kemasyarakatan yang adil,
meskipun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qura“an maupaun
sunnah.” Artinya, sumber pokok acuan siyasah syar'iyyah adalah Al-Qu'an dan
Hadsit. Pengertian siyasah syar'iyvah menurut ahli figih: Ulama Madzhab Hanafi
, Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al- Mishri menyatakan siyasah syar'iyyah adalah
seorang penguasa yang melakukan suatu tindakan untuk sesuatu yang mereka

anggap maslahah.

* Ibid, hlm. 26
24Departemen Agama Republik Indonesia. AI-Qur'an dan Terjemahnya. (Solo: PT. Tiga

Serangkai Pustaka Mandiri). 2009.

* Igbal Muhammad, “Figih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam” (Jakarta:PT
Kecana Prenade Media Group, 2014), hlm. 5.
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Berdasarkan definisi yang dikemukan oleh beberapa ahli yang sudah
penulis sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa siyasah syariiyyah :

a. Siyasah syariiyyah sangat berhubungan dengan pengurusan dan
pengaturan kehidupan manusia.

b. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri)

c. Tujuan dari pengurusan dan pengaturan itu untuk menciptakan
kemaslahatan dan kemudaratan

d. Pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat
Islam yang universal.”® Namun apabila sesuai dengan dengan
semangat kemaslahatan dan jiwa syari“at, maka kebijaksaan dan
peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
wajib dipatuhi dan dikuti. Hal sesuai dengan firman Allah SWT surah
an-Nisa ,4: 59. “Wahai orang-orang mukmin yang beriman, taatilah

Allah, taatilah rasul-nya dan pemimpin diantara kamu”.

Sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana pendangan siyasah syar “iyah
terhadap.-masa jabatan presiden?, sudah sesuiakah atau belum,.maka dari itu untuk
menganalisisnya setidaknya kita memperhatikan prosedur dan subtansinya. Dari

segi subtansi harus-memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari“at islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan antar manusia di depan hukum dan

pemerintahan (al-musawah)

21bid, him. 5.
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3. Tidak memberatkan kepada masyarakat yang melaksanaknya
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyrakat
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.””

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode menjadi sangat penting agar penelitian
bisa dilaksanakan secara terarah dan rasional, untuk mencapai hasil optimalzs.

Untuk memperoleh data skripsi ini menggunakan beberapa langkah sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang mana penulis
menggunakan Teknik pengumpulan data serta mengadakan penelaahan terhadap
buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masa jabatan presiden
pasal 7 UUD 1945.
2. Sumber data

Secara garis besar penelitian ini mempunyai sumber data yang terbagi dua,
yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang merupakan sumber utama dari penelitian ini adalah
pasal 7 UUD 1945. Sedangkan data sekunder terdiri dari berbagai macam karya
ilmiah yang mempunyai keterkaitan serta memiliki data sebagai petunjuk

pendukung dengan skripsi yang akan penulis ajukan

2 Ibid, Hlm.7.

2 Anton beker. Metode-metode filsafat. (Jakarta:gahlia,1998), hal 20
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3. Teknik pengumpulan data

Mengingat sumber-sumber data penelitian ini berupa pustaka, maka teknik
yang digunakan adalah dengan cara membaca dan mencatat bahan yang ada dalam
sumber-sumber terkait, kemudian hasilnya akan di analisis sesuai dengan
klasifikasi yang telah di susun.
4. Teknik mengolah data

Penelitian ini bersifat kualintatif maka teknik yang digunakan penulis
dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu melalui organizing
yang mengorganisir data, menyususn, mensistemasi dan melakukan katagoresasi
terhadap data yang diperoleh. Lalu editing, yaitu teknikpengolahan data untuk
mengedit atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan
mulai dari kelengkapan samapai kesegaraman kelompok data. Dan yang terakhir
menggunakan teknik analizing, yaitu melakukan analisis terhadap hasil
perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil
sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.
5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah penelitian ini diperlukan
sistematika pembahasan, sehingga bisa menentukan secara jelas hasil serta
manfaat dari penelitian ini, dan juga supaya penelitian yang penulis teliti tidak

melenceng dari tujuan awal .

Adapun sistematika pembahasan akan dibagi ke bab-bab sebagai mana di

bawah ini:

Bab pertama, dalam bab pendahuluan ini merupakan dasar pijakan dan
landasan berfikir bagi penyusun yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunnaan, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metedologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menjelaskan konsep siyasah
syar“iyah, agar memudahkan menganalisisis dan juga agar pembahasan yanag
akan penulis teliti tidak melenceng dari tujuan yang akan dicapai. berisi sub bab
tentang kerangka konsep siyasah syar “ipah, ruang lingkup siayasah syar“iyyah,

serta sumber hukumnya,

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan membahas tentang masa jabatan
presiden Indonesia dalam pasal 7 undang-undang dasar 1945 yang terdiri dari:
pengertian masa jabatan presiden, masa jabatan presiden Indonesia serta peneliti
juga akan menjabarkan kelebihan dan kelemahan masa jabatan presiden era orde

baru, orde lama dan era reformasi.
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Bab keempat, merupakan Analisa hasil dari pandangan siyasah syar “iyah
terhadap masa jabatan presiden pasal 7 undang-undang dasar 1945, serta implikasi
dari pandangan siayasah syariyah terhadap masa jabatan presiden pasal 7

undang-undang dasar 1945.

Bab ke lima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Masa jabatan presiden dua periode tidak sejalan dengan siyasah syar “iyah
terutama dalam prinsip keadilan dan amanah seorang pemimpin. Konsep siyasah
syar“iyah dalam menentukan hukum suatu permasalahan menemukan
bahwasannya masa jabatan presiden dua periode juga tidak sesuai dengan prinsip
siyasah syar“iyah. Masa jabatan presiden dua periode dalam pasal 7 UUD 1945
berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara,
sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat, negara dan bagi siapa saja yang akan
menjadi kubu lawan politik pada pemilihan presiden berikutnya

Tidak sejalannya konsep siyasah syar“iyah dengan pasal 7 UUD 1945,
maka diperlukan perubahan atau amandemen dalam undang-undang dasar,
perubahan ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih antara bekerja dan
berkampanye, juga agar menimalisit penyalahgunaan kekuasaan maupun fasilitas
negara. Masa jabatan presiden dua periode yang cenderung membuat terpecahnya
fokus seorang pemimpin, dan bisa membuat pemimpin berfikir untuk bagaimana
mempertahankan kekuasaannya, bukan berfikir dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Padahal keberadaan maupun kebijakan seorang pemimpin
atau presiden sangat diperlukan dalam tujuan demokrasi yang dicita-citakan

negara Indonesia sejak jaman dulu. Lahirnya seorang presiden atau pemimpin tak

70
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lepas dari tangan rakyat atau masyarakat, maka dari itu seorang pemimpin

seharusnya fokus terhadap maslahat rakyatnya bukan malah merugikannya.

B. SARAN

Dalam temuan yang peneliti temukan, masa jabatan presiden dua periode
tidak sejalan dengan siyasah syar‘iyah, tentu saja ini memerlukan suatu
perubahan, perubahan dilaksanakan agar sesuai dengan keadaan, waktu, tempat

dan peristiwa yang ada.

Perubahan pasal 7 undang-undang dasar 1945 sangat diperlukan, melihat
kondisi saat ini, dimana masa jabatan presiden dua periode cenderung
menyalahgunakan kekuasaannya dan menyalahgunakan fasilitas negara,

disamping itu penulis mempunyai saran terhadap Lembaga kepresidenan, yaitu:

1. Walaupun masa jabatan presiden mempunyai nilai positif, namun
kemudaratan yang ada dapat merugikan rakyat, sehingga alangkah
baiknya melakukan amandemen terhadap masa jabatan presiden, agar
presiden bisa fokus memikirkan kesejahteraan rakyat dan tidak untuk
mempertahankan kekuasaannya.

2. Presiden sebagai pemimpin bangsa seharusnya berindak secara adil
dan tidak tebang pilih terhadap pelanggar-pelanggar hukum, dan
janagn sampai presiden sendiri yang melakukan pelanggaran hukum.

3. Presiden seharusnya menghindari menyalahgunakan kekusaan dan

fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
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4. Masa jabatan presiden dua periode alangkah baiknya dirubah menjadi
satu periode, perubahan ini diharapkan menghemat anggaran negara
dan bisa mensejahterakan rakyat, serta mampu meminimalisir
penyalahgunaan kekuasaan serta fasilitas negara.

5. Presiden seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap rakyat,
bukan malah memberi contoh yang kurang baik, karena dalam islam
seorang pemimpin wajib adanya dalam suatu kelompok atau
perserikatan, dan diharapkan mampu mengarahkan rakyatnya kepada

hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
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